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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 33 /HK/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MEGER]L, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENCGAH
KEJURUAN NEGERI

BUPAT] SIKKA,

Menimbang v & bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan  Penutupan  Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka
tertib penyelenggaraan pendidikan dan kepastian
hukum pendirian sekolah  wajib  memiliki  izin
operasional oleh pejabat yang berwenang;

b, bahwa Sekolash Desar Negeri, Sekolah Menengah
Pertama MNeperi, Sekolah Menengah Atas Negeri dan
Sekolah  Menengah  Kejuruan Negeri  sebagaimana
tersebut  dalam  Lampiran  Keputusan ini  telah
memenuhi syarat sesual mekanisme Pendirian Sekolah
Baru; -

¢ bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  dalam  hurufl a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan  Bupat  tentang  lzin
Operasional SBekolah Dasar Negeri, Sekolsh Menengah
Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan
Sekglah Menengak Kejuruan Negeri:

Mengingar 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 1655); _

2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambuhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);

3. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran’ Negara Republik
indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir T
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11,

12.

13.

LR

dengan Undang-Undang Nomor 192 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 32
Tahun 2004 tenitang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2008 MNomor 12
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indomesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lerbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 terntang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indanesia Nomor 4863

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolgan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U /2002 tentang Pedoman Pendidan Sekolah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan vang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka
(Lembaran  Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007
Nomor 28 Seri F MNomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36},

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor o Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupdten Sikka Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Nomaor 5?];}f



Menetaplkan

KESATU
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b4,

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sildka Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor
73);

MEMUTUSKAN

lzin Operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas
Megeri dan Sekolah Menengah Kejuruan HNegen
sebagaimana tercantum dalam lampiran  yang
merupakan bagian tdak terpisahkan dan Keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaln pada tanggal ditﬂtap]::ﬂn.-](

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal || [Brresser 2014




LAMFIRAN
KIFLTUSAN BUPATI STKEA

NOMOR WE JHK/2014
TANGOGAL 0 fgpeger 2014

TENTANG

IZIM OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
WEGER], SEHKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAMN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN NEGERIL.

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NEGERI .
NO | NAM/A SEKOLAH KECAMATAN
1 | SDN PAUKLOR WAIBLAMA
7 | SDN LELOWAIR WAIBLAMA B
"3 | DN UTANTWAIR TALIBURA
7 | SDN NAPLINGLANGIR ALOK
5 [SDN GUHI NITA
5 | BEDN MUNEGAJUT NITA
7 | SDN AIMITAT ALOK BARAT )
& | 8DN WUKAK TOENG DORENG
9 | SDN TODANG BOLA 5
10 | SDN KLATANG TALIBURA =5,
11 | SDN KOLIT TALIBURA
12 | SDN KRINGA TALIBURA
"13 | SDN WATULAGAR | PORENG
14 | 8DN WAIRPUAT MAPITARA
15 | SDN KEPI KETIK WAIGETE
[ 16 | SMPHN SATU ATAP WARA MEGO
17 | SMA NEGERI MAGEPANDA MAGEPANDA
1A | 2MEK NEGER] 3 MAUMERE ALDK TIMUR




